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MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUATAN KEWENGAN KOMISI

YUDISIAL!
Dr. Ach. Rubaie SH., MH.2

Salah satu buah reformasi dalam bidang hukum tata negara ialah lahirnya badan
peradilan baru yang bergerak pada lapangan peradilan konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi
selanjutnya disebut MK. Gagasan pembentukan MK adalah produk dari hasil perubahan
ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun
1945 yang ditetapkan MPR RI tanggal 9 November 2001. Perubahan konstitusi tersebut
menambah pelaku kekuasaan kehakiman baru yaitu MK, melengkapi pelaku kekuasaan
kehakiman yang telah ada sebelumnya yaitu Mahkamah Agung yang bergerak pada lapangan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.
Keberadaan Mahkamah Agung dan MK sebagai badan peradilan dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: “Kekuasaaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan‘ agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan MK diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat empat kewenangan
konstitusional dan satu kewajiban konstitusional dengan rumusan sebagai berikut: “(1)
Mahkamah Konstitusi berwengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
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tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam konteks penegakan konstitusi yang berkepastian dan berkeadilan, empat
kewenangan dan satu kewajiban tersebut memiliki peran penting dan strategis. Kewenangan
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim disebut judicial
review adalah kewenangan yang ingin memastikan dan menjamin bahwa undang-undang
yang menjadi pedoman warga dan penyelenggara negara terbebas dari parsialisme,
personalisme dan diskriminatif sehingga undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI
bersama Presiden selaras dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Kewenangan menguji undang-undang oleh MK mestinya berdampak pada kinerja dan
kecermatan DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma
undang-undang agar tidak bertentangan dengan norma konstitusi yang menjadi cita hukum
yakni keadilan, sebab bila tidak selaras terbuka peluang undang-undang tersebut diuji

konstitusionalitasnya.

Selanjutnya kewenangan MK memutus sengketa kewengan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disingkat SKLN adalah
kewenangan yang dapat memberi jaminan perlindungan kepada semua lembaga negara yang
menjalankan fungsi pemerintahan berjalan diatas rel yang dijamin oleh konstitusi.
Kewenangan ini dipersiapkan untuk mengantisipasi munculnya perbedaan pendapat yang
berujung pada sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mungkin disebabkan oleh
supremasi lembaga, ego sektoral dan supremasi personal. Sampai naskah ini ditulis belum

ada catatan MK mengadili jenis sengketa ini.



Terkait dengan kewenangan MK memutus pembubaran partai politik adalah
kewenangan untuk mengantisipasi keberadaan partai politik yang tidak lagi sesuai
keberadaannya dengan spirit yang menjadi cita hukum The founding fathers kita dalam
membentuk negara bahwa tujuan mendirikan negara adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indohesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pgirtai
politik sebagai wadah warga negara menyalurkan kebebasan bersarikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi harus selaras dengan tujuan mendirikan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila pada prakteknya ada partai politik yang dalam
melakukan kegiatan politiknya maupun visi dan missinya tidak selaras dengan tujuan negara
RI maka yang berwenang melakukan pembubaran partai politik tersebut bukan lagi
Pemerintah melainkan MK. Sampai naskah ini ditulis MK belum memiliki pengalaman

memutus perkara jenis ini.

Terkait kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum selanjutnya
disingkat menjadi PHPU adalah kewenangan yang menjamin agar penyelenggaraan pemilu
baik pemilu legislatif maﬁpun pemilu Presiden proses maupun hasilnya harus selaras dengan
semangat yang | tertuang dalam jiwa konstitusi Pasal 22E bahwa “Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.
Penyelenggaran pemilu yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi yang telah ditetapkan
menjadi asas penyelenggaraan pemilu ini harus dibatalkan atau digugurkan keterpilihannya,
dan proses pembatalannya terlebih dahulu harus dibawa ke peradilan PHPU dengan MK
sebagai aktor penyelenggaranya. Maka untuk menjamin hasil putusan PHPU yang
berkeadilan dibutuhkan Hakim MK yang berkualitas, memiliki pengetahuan hukum yang

luas, berintegritas, memiliki jiwa kenegarawanan, tidak memihak, tidak diskriminatif dan



tunduk pada sumpahnya bahwa dalam memutus perkara hanya untuk menegakkan hukum

dan keadilan.

Sementara, mengenai kewajiban MK memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden
menurut undang-undang adalah kewajiban konstitusial MK untuk memeriksa, mengadili dan
memutus berdasarkan hukum apakah pendapat DPR tersebut benar atau tidak. Mekani‘sme
pengadilan hukum atas pendapat DPR dimaksudkan untuk menghindari mekanisme
pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dilakukan semata-mata oleh karena alasan
politik yang bersifat subyektif. Namun kalau pemakzulan itu harus terjadi maka alasannya
harus benar-benar obyektif sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kandungan Pasal 7A UUD
NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil
Presiden”. Untuk sampai pada kesimpulan apakah Presiden dan atau Wakil Presiden
bersalah telah melakukan pelanggaran hukum ditentukan oleh peran strategis MK melakukan
kewajibén konstitusionalnya menggelar persidangan yang adil, obyektif dan

bertanggungjawab.

Sekelumit uraian diatas menggambarkan betapa luas cakupan kewenangan MK yang
hampir meliputi semua aspek kehidupan ketatanegaraan kita. Harus diakui kehadiran MK
sejak tahun kelahirannya sampai dengan sekarang telah memberi warna tersendiri dalam
dunia peradilan, terutama dengan terobosannya dalam memutus perkara MK\tidak hanya
terikat pada aspek-aspek yang bersifat prosedural tetapi juga menerobos pada hal-hal yang

lebih hakiki, fondamental dan substantif. Bagi MK memeriksa, mengadili dan memutus
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